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Abstract 
The development of digital technology requires village governments to have adequate digital literacy skills to improve the quality 
of public services and encourage the realization of smart villages. However, limited literacy among village government officials and 
the lack of technological infrastructure in the form of stable internet network access pose challenges in Tanjung Baru Ranau Village. 
This Community Service activity aims to strengthen the digital capacity of village government officials through digital literacy 
socialization and the provision of technological infrastructure. The implementation method includes socialization, provision and 
assistance with the installation of technological infrastructure, and evaluation. The results of the activity showed an increase of 
158.62% in the average score from 5.8 in the pre-test to 15 in the post-test in the knowledge and skills of village officials related to 
internet use, as well as the use of technology in public services. The provision of technological infrastructure also strengthens access 
and readiness of village infrastructure to support digital transformation and is a strategic step towards the implementation of digital-
based governance and smart village development. 
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Abstrak 
Perkembangan teknologi digital menuntut pemerintah desa untuk memiliki kemampuan literasi digital yang memadai agar mampu 
meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong terwujudnya smart village. Namun, keterbatasan literasi aparatur 
pemerintah desa dan minimnya infrastruktur teknologi berupa akses jaringan internet yang stabil menjadi tantangan di Desa Tanjung 
Baru Ranau. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas digital aparatur pemerintah desa 
melalui sosialisasi literasi digital dan penyediaan infrastruktur teknologi. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, penyediaan dan 
pendampingan instalasi infrastruktur teknologi, serta evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan sebesar 158,62% 
pada skor rata-rata dari 5,8 pada pre-test menjadi 15 pada post-test dalam pengetahuan dan keterampilan aparatur desa terkait 
penggunaan internet, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik. Penyediaan infrastruktur teknologi juga memperkuat 
akses dan kesiapan infrastruktur desa dalam mendukung transformasi digital serta menjadi langkah strategis menuju implementasi 
tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pembangunan smart village. 
 
Kata Kunci: peningkatan kapasitas, literasi digital, teknologi 
 

 

1. Pendahuluan1 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong percepatan transformasi digital di berbagai sektor, 
termasuk dalam tata kelola pemerintahan baik pusat maupun daerah (Fitri Rahmadany, 2024). Melalui Instruksi 
Presiden Nomor 3 Tahun 2003, pemerintah mendorong seluruh institusi pemerintahan, termasuk di tingkat desa, untuk 
memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik untuk memperluas akses 
informasi dan memperkuat kapasitas pemerintahan dalam memberikan layanan berbasis digital kepada masyarakat. 
Layanan digital sangat penting, karena transformasi digital tidak mengalihkan layanan ke platform digital, namun juga 
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mengintgrasikan seluruh aspek pelayanan guna menciptakan proses yang bernilai tambah dan meningkatkan kepuasan 
pengguna (Septiana et al., 2022). Dalam penerapannya, adaptasi dan peningkatan kapasitas digital penting untuk 
memastikan publik dapat memanfaatkan teknologi secara efektif. Kapasitas digital merujuk pada kemampuan individu 
dalam memanfaatkan teknologi infrastruktur teknologi yang memadai, seperti perangkat teknologi dan  ketersediaan 
jaringan internet yang cepat dan stabil (Maulana et al., 2024); Rio Yusri Maulana, 2022).  

Percepatan transformasi digital di tingkat pemerintah desa merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang efisien, transparan, dan partisipatif (Septiana et al., 2022). Namun, realitasnya tidak semua desa 
memiliki kesiapan baik dari aspek sumber daya manuasia maupun infrastruktur teknologi yang memadai untuk 
mendukung proses tersebut (Maulana et al., 2024). Desa Tanjung Baru Ranau merupakan salah satu desa yang terletak 
di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang memiliki potensi 
sumber daya alam yang cukup baik.  Letaknya yang berada di kawasan perbukitan dengan pemandangan alam yang asri 
menjadikan desa ini memiliki peluang untuk pengembangan sektor pariwisata, pertanian, serta pengelolaan sumber daya 
lokal. Akan tetapi, dari sisi tata kelola pemerintahan, desa ini masih menghadapi hambatan dalam memanfaatkan 
teknologi informasi secara optimal. 

Berdasarkan hasil observasi awal dan komunikasi dengan aparatur pemerintah desa, diketahui bahwa Desa Tanjung 
Baru Ranau menghadapi sejumlah kendala dalam mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis digital. 
Permasalahan utamanya adalah masih minimnya pemahaman dan keterampilan perangkat desa terhadap literasi digital 
dan teknologi informasi yang berdampak pada kurangnya pemanfaatan aplikasi dan sistem administrasi berbasis digital. 
Aparatur desa belum sepenuhnya terbiasa menggunakan perangkat digital untuk mendukung pelayanan publik, 
pengelolaan data, maupun penyampaian informasi kepada masyarakat. Selain itu, kondisi geografis Desa Tanjung Baru 
Ranau yang terletak di dataran tinggi memiliki tantangan aksesibilitas, terutama dalam hal jaringan internet. Akses 
jaringan internet yang tidak stabil menjadi salah satu alasan pemerintah desa kesulitan untuk menerapkan pelayanan 
berbasis digital kepada masyarakat. Hal ini berdampak pada terbatasnya transparansi informasi, serta pelayanan masih 
dilakukan secara konvensional.   

Dalam konteks pemerintahan digital, literasi digital dan capacity building menjadi dua pilar fundamental dalam 
mendukung transformasi tata kelola berbasis teknologi. Transformasi ini tidak hanya berkaitan dengan adopsi teknologi, 
tetapi juga menyangkut kesiapan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola perubahan secara 
berkelanjutan. Menurut Heeks & Santos, (2020), keberhasilan implementasi sistem informasi di sektor publik sangat 
ditentukan oleh kesesuaian (design reality gap) antara kapasitas institusi, kesiapan pengguna, serta konteks sosial-
organisasional. Perspektif ini diperkuat oleh Margetts & Dunleavy, (2013) dalam kerangka Digital Era Governance, 
yang menekankan bahwa digitalisasi pemerintahan mensyaratkan integrasi antara teknologi, organisasi, dan kompetensi 
aparatur untuk menghasilkan layanan publik yang lebih responsif dan terintegrasi. 

Di sisi lain, literasi digital tidak hanya terbatas pada kemampuan teknis menggunakan perangkat digital, tetapi juga 
mencakup dimensi kognitif, etis, dan sosial dalam mengakses, mengevaluasi, serta memanfaatkan informasi secara 
kritis dan bertanggung jawab (Gunawan et al., 2025; van Dijk, 2005). Dalam konteks sektor publik, literasi digital 
aparatur menjadi prasyarat penting dalam mendukung efektivitas pelayanan berbasis elektronik, transparansi, serta 
partisipasi masyarakat (Gil-Garcia et al., 2018; Perdana & M. Husni Thamrin, 2025). Namun demikian, berbagai studi 
menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi digital, khususnya di wilayah pedesaan, masih menjadi hambatan 
struktural dalam implementasi e-government, yang berimplikasi pada terbatasnya pemanfaatan sistem digital dalam 
pelayanan publik (Permana, 2023; S. Hasanah et al., 2023). 

Lebih lanjut, penguatan kapasitas (capacity building) dalam konteks pemerintahan digital tidak dapat dipahami semata 
sebagai pelatihan teknis, melainkan sebagai proses multidimensional yang mencakup pengembangan kompetensi 
individu, penguatan struktur organisasi, serta penyediaan ekosistem pendukung berbasis teknologi (Kanni, 2009). Studi 
Mergel et al., (2019) menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital di sektor publik sangat bergantung pada 
kombinasi antara peningkatan kapasitas aparatur dan ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai. Tanpa 
dukungan infrastruktur seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat teknologi yang memadai, peningkatan 
kapasitas individu tidak akan menghasilkan perubahan kinerja yang signifikan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas 
digital harus dilakukan secara simultan melalui intervensi edukatif, penyediaan infrastruktur teknologi, serta penguatan 
kelembagaan guna memastikan keberlanjutan transformasi digital di tingkat pemerintahan desa. 

Di Desa Tanjung Baru Ranau, kondisi geografis menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan 
berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas digital aparatur desa serta penyediaan infrastruktur teknologi pendukung. 
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Pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai respons atas kesenjangan tersebut dengan tujuan untuk 
meningkatkan literasi digital aparatur pemerintah desa, menyediakan infrastruktur teknologi pendukung, serta 
mengevaluasi peningkatan kapasitas digital aparatur desa melalui pendekatan pre-test dan post-test. 

2. Metode 

Kegiatan pengabdian menggunakan pendekatan berbasis masyarakat (community-based service), yaitu pendekatan yang 
menempatkan masyarakat dalam hal ini aparatur Pemerintah Desa Tanjung Baru Ranau sebagai mitra aktif dalam 
seluruh proses kegiatan. Model ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan lapangan yang menuntut keterlibatan 
langsung aparatur desa dalam mengidentifikasi permasalahan, menyepakati solusi, serta terlibat secara penuh dalam 
proses peningkatan kapasitas digital. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Baru Ranau 
pada 28 Oktober 2025 melalui  3 (tiga) metode yang saling menunjang, yaitu : sosialisasi, penyediaan dan pendampingan 
instalasi infrastruktur teknologi,  serta evaluasi. Ketiga metode tersebut dirancang untuk memastikan bahwa program 
yang dilaksanakan tidak hanya dapat dipahami oleh aparatur pemerintah desa, tetapi juga dapat diimplementasikan serta 
dimanfaatkan secara berkelanjutan. 

 

 
Gambar 1. Metode Pelaksaan Pengabdian kepada Masyarakat 

 

Adapun uraian tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 

2.1. Sosialisasi 

Tahap sosialisasi merupakan langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian. Pada tahap ini, tim pengabdian 
memberikan pemahaman dasar mengenai pentingnya literasi digital dan urgensi digitalisasi dalam penyelenggaraan 
layanan publik desa kepada seluruh aparatur pemerintah Desa Tanjung Baru Ranau. Sosialisasi dilakukan melalui 
pertemuan langsung dengan aparatur desa guna memperkenalkan pentingnya literasi digital, serta mengomunikasikan 
alur dan manfaat kegiatan. Partisipasi mitra dalam tahap ini berperan penting untuk membangun rasa memiliki terhadap 
program (Akbar & Wijaya, 2024). Selain itu, dilakukan pula sesi diskusi dan tanya jawab untuk memberikan 
kesempatan kepada aparatur pemerintah desa menyampaikan pendapat, pertanyaan, maupun masukan terkait program 
yang dilaksanakan.  

2.2. Penyediaan dan Pendampingan Instalasi Infrastruktur Teknologi 

Tahap selanjutnya adalah penyediaan dan pendampingan instalasi infrastruktur teknologi berupa modem Orbit Pro H2 
Telkomsel.  Pada tahap ini tim  pengabdian melakukan pendampingan instalasi/penerapan teknologi penyediaan 
jaringan internet melalui modem Orbit Pro H2 Telkomsel. Pemilihan teknologi mempertimbangkan prinsip 
keberlanjutan dan keterjangkauan agar dapat dioperasikan oleh mitra secara mandiri (Marzuki A & Dewi IS, 2023). 

2.3. Evaluasi 
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Tahap terakhir dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh 
mana program memberikan dampak pada kemampuan aparatur desa. Evaluasi dilakukan dengan pre-test dan post-test 
untuk menilai peningkatan literasi digital serta observasi langsung terhadap penggunaan sistem dalam operasional desa. 
Analisis hasil pre-test dan post-test dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan nilai rata-rata 
sebelum dan sesudah intervensi. Peningkatan kapasitas diukur melalui selisih skor rata-rata (mean difference) antara 
pre-test dan post-test. Selain itu, hasil observasi digunakan sebagai data kualitatif untuk memperkuat interpretasi 
perubahan perilaku aparatur dalam pemanfaatan teknologi. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran 
komprehensif mengenai efektivitas kegiatan pengabdian.Evaluasi ini penting agar program tidak hanya bersifat 
instruksional, tetapi juga transformatif (Dian Pratama et al., 2025; Yusuf M & Andini R, 2023). Selanjutnya, hasil 
evaluasi dianlisis oleh tim pengabdian sebagai bahan untuk mengetahui keberhasilan program dan sebagai dasar dalam 
memberikan rekomendasi perbaikan atau pengembangan kegiatan serupa di masa yang akan datang. 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Sosialisasi Literasi Digital dan Penyerahan Buku Panduan Pemanfaatan Internet dan UMKM dalam 
Pengembangan Desa Cerdas 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Penguatan Kapasitas Digital Pemerintah Desa 
Tanjung Baru Ranau melalui Sosialisasi Literasi dan Penyediaan Infrastruktur Teknologi” menunjukkan bahwa proses 
peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa tidak dapat dilepaskan dari dua konsep utama, yaitu capacity building 
dan literasi digital. Kedua konsep ini saling berkaitan dan menjadi landasan teoretis sekaligus praktis dalam 
mewujudkan pemerintahan desa yang adaptif dan berbasis teknologi. Secara konseptual, capacity building dipahami 
sebagai proses sistematis yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu, organisasi, dan kelembagaan agar mampu 
menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. 

Kegiatan sosialisasi literasi digital merupakan tahapan awal dalam upaya penguatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa 
Tanjung Baru Ranau terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Sosialisasi ini dilaksanakan secara tatap muka pada 
hari Selasa, 28 oktober 2025 yang bertempat di Aula Kantor Desa Tanjung Baru Ranau dan dihadiri oleh Kepala Desa 
serta 14 aparatur pemerintah desa yang aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Dalam kegiatan ini, tim PkM 
memberikan penjelasan mengenai konsep dasar literasi digital, aspek keamanan informasi, penggunaan perangkat 
digital secara produktif, serta penerapannya dalam administrasi pemerintahan desa.  

 

 
Gambar 2. Sosialisasi Literasi Digital 

Selain penyampaian materi, tim juga membagikan buku panduan “Pemanfaatan Internet dan UMKM dalam 
pengembangan Desa Cerdas” yang disusun khusus sebagai referensi bagi aparatur Desa Tanjung Baru Ranau. Buku ini 
dirancang untuk memberikan pemahaman praktis mengenai bagaimana internet dapat digunakan secara efektif dalam 
mendukung tugas pemerintahan desa sekaligus mendorong pengembangan UMKM lokal sebagai bagian dari konsep 
desa cerdas (smart village). 
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Gambar 3. Penyerahan Buku Panduan Pemanfaatan Internet dan UMKM dalam Pengembangan Desa Cerdas 

 

Morrison menegaskan bahwa capacity building merupakan strategi pembelajaran yang bertumpu pada upaya 
meningkatkan kompetensi teknis, profesionalisme, dan responsivitas individu terhadap perubahan (Morrison, 2001). 
Dalam konteks ini, kegiatan sosialisasi literasi digital yang diberikan kepada aparatur pemerintah Desa Tanjung Baru 
Ranau merupakan bentuk penguatan kapasitas pada dimensi sumber daya manusia (SDM), di mana peserta memperoleh 
peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman terhadap teknologi informasi. Penyediaan buku panduan 
“Pemanfaatan Internet dan UMKM dalam pengembangan Desa Cerdas” juga menjadi instrumen pendukung 
pembelajaran berkelanjutan, yang sangat relevan dalam kerangka capacity building. 

Temuan ini sejalan dengan studi Mergel, (2018) yang menekankan bahwa capacity building dalam konteks transformasi 
digital sektor publik memerlukan pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna. 
Peningkatan literasi digital aparatur desa dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa intervensi edukatif yang dirancang 
sesuai dengan kebutuhan lokal terbukti efektif dalam mempercepat adopsi teknologi serta meningkatkan kesiapan 
aparatur dalam menjalankan layanan publik berbasis digital. 

Pada saat yang sama, konsep literasi digital menjadi fondasi penting dalam memperkuat kapasitas aparatur desa di era 
digital. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat digital, tetapi juga 
kemampuan memahami informasi, mengevaluasi kredibilitasnya, menjaga keamanan data, serta memanfaatkan 
teknologi secara etis dan produktif. Dengan meningkatnya peran teknologi dalam pelayanan publik, literasi digital 
menjadi kompetensi wajib bagi aparatur desa agar mampu mengelola administrasi pemerintahan secara cepat, 
transparan, dan akuntabel. Materi sosialisasi yang meliputi pengenalan konsep literasi digital, etika digital, keamanan 
informasi, dan pemanfaatan aplikasi digital dalam pengelolaan desa, menjadi bukti adanya upaya peningkatan literasi 
digital sebagai bagian integral dari program capacity building. 

3.2. Penyediaan Infrastruktur Teknologi 

Sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas digital, tim PkM tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga 
menyediakan dukungan sarana teknologi dalam bentuk modem Orbit Pro H2, sebuah perangkat teknologi tepat guna 
untuk meningkatkan konektivitas internet desa. Penyerahan perangkat ini dilakukan pada hari Selasa, 28 Oktober 2025 
setelah kegiatan sosialisasi literasi digital selesai dilaksanakan. Pemilihan modem Orbit Pro H2 didasarkan pada 
pertimbangan kemampuan perangkat dalam menyediakan jaringan internet yang stabil, jangkauan sinyal yang kuat, 
serta kemudahan instalasi, sehingga sesuai untuk kebutuhan operasional kantor desa, serta menambah dimensi lain dari 
capacity building, yaitu dimensi penguatan organisasi dan kelembagaan. Dengan dukungan teknologi yang memadai, 
pemerintah desa memiliki sarana dasar yang memungkinkan penerapan Sistem Informasi Desa (SID), pelayanan 
administrasi digital, komunikasi berbasis internet, serta peningkatan efisiensi kerja aparatur. Infrastruktur digital 
menjadi faktor penentu dalam keberhasilan transformasi digital, karena kompetensi SDM saja tidak cukup tanpa adanya 
dukungan fasilitas yang memadai. Dengan demikian, penyediaan modem tidak hanya bersifat teknis, tetapi merupakan 
bagian dari strategi penguatan kapasitas kelembagaan desa. 
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Gambar 4. Penyerahan Infrastruktur Teknologi (Modem Orbit Pro H2) 

 

Dengan adanya perangkat modem Orbit Pro H2 tersebut, pemerintah desa kini memiliki akses internet yang lebih 
memadai guna menunjang aktivitas administratif, layanan publik, dan komunikasi digital. Infrastruktur ini menjadi 
faktor penting dalam mendukung implementasi sistem administrasi desa berbasis digital yang profesional dan 
transparan. 

Hasil ini memperkuat argumen Gil-Garcia et al., (2018) yang menyatakan bahwa keberhasilan transformasi digital 
pemerintahan sangat ditentukan oleh integrasi antara kapasitas sumber daya manusia dan ketersediaan infrastruktur 
teknologi yang memadai. Tanpa dukungan infrastruktur seperti akses internet yang stabil dan perangkat teknologi yang 
sesuai, implementasi sistem digital di sektor publik cenderung tidak optimal dan berisiko mengalami kegagalan atau 
tidak berkelanjutan. 

3.3. Evaluasi 

Proses evaluasi dilakukan melalui metode pre-test dan post-test. Pre-test diberikan sebelum kegiatan dimulai untuk 
mengetahui tingkat pemahaman awal peserta, sedangkan post-test diberikan setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai 
untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan digital aparatur desa. Gambar 5 menunjukkan 
perbandingan hasil pre-test dan post-test. Keduanya menggunakan soal yang sama, yaitu sebanyak 10 (sepuluh) 
pertanyaan dengan 2 (dua) pilihan jawaban. Materi pre-test dan post-test meliputi pengetahuan tentang literasi digital 
dan manfaat infrastruktur teknologi dalam meningkatkan akses internet. 

 
Gambar 5. Diagram Perbandingan Nilai Rata-rata Pre-Test dan Post-Test 
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Sebagaimana terlihat pada gambar 5, hasil evaluasi melalui pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan 
yang signifikan, baik dari aspek pemahaman peserta dalam kegiatan sosialisasi. Nilai rata-rata pre-test adalah sebesar 
5,8 sedangkan nilai rata-rata post-test adalah 15. Hasil ini mengindikasikan adanya peningkatan pemahaman peserta 
sebelum dan setelah diadakannya sosialisasi serta menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis konteks lokal 
efektif, namun keberlanjutan bergantung pada dukungan infrastruktur dan komitmen kelembagaan. Peningkatan 
tersebut juga menegaskan bahwa literasi digital dapat ditumbuhkan melalui intervensi edukatif yang tepat, relevan, dan 
disesuaikan dengan kebutuhan aparatur desa. Dengan kata lain, kegiatan PkM ini telah berhasil mengintegrasikan 
konsep capacity building dan literasi digital dalam satu rangkaian yang berkesinambungan. Hasil evaluasi akan menjadi 
indikator keberhasilan kegiatan PkM sekaligus dasar untuk penyusunan rekomendasi tindak lanjut bagi desa. 

Peningkatan nilai pre-test dan post-test menunjukkan efektivitas pendekatan integratif antara edukasi dan penyediaan 
teknologi. Temuan ini sejalan dengan penelitian J.E. Fountain, (2022)) yang menegaskan bahwa peningkatan kapasitas 
digital dalam sektor publik akan lebih efektif dilakukan melalui kombinasi antara pelatihan kompetensi dan dukungan 
sistem teknologi yang memadai, sehingga mampu mendorong perubahan perilaku organisasi dan peningkatan kinerja 
layanan publik. 

4. Kesimpulan 

Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas digital aparatur desa melalui sosialisasi literasi 
digital dan penyediaan infrastruktur teknologi mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur secara 
signifikan, yang ditunjukkan melalui peningkatan nilai rata-rata dari 5,8 menjadi 15. Temuan ini menegaskan bahwa 
pendekatan terintegrasi antara edukasi dan dukungan infrastruktur efektif dalam mendorong transformasi digital di 
tingkat desa. Ke depan, diperlukan upaya keberlanjutan melalui pembentukan tim pengelola teknologi desa, peningkatan 
intensitas pelatihan lanjutan, serta integrasi sistem digital dalam layanan administrasi desa agar dampak program dapat 
berkelanjutan dan lebih optimal. 
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